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Abstrak 

Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan 

kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data 

maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran 

pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. 

Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL 

Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan 

pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu 

tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik 

serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL 

di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada aspek penilaian Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Bakesbangpol mendapatkan predikat A (Sangat Baik) namun, 

terjadi celah atau kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan dari data dengan yang 

terjadi di lapangan. pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pelayanan surat ijin penelitian tidak berjalan dengan optimal, seperti 

akses website online yang masih belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan, 

biaya pelayanan yang masih membebankan penerima layanan dan kualitas sarana 

prasarana alat kerja tidak mengikuti perkembangan Era 4.0. 
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Abstract 

The initial step is that individuals/research institutions are required to arrange 

permits for research activities first to obtain permission to access government data 

and sources, guarantee protection, for smooth field implementation, issued by the 

National Unity and Political Agency. Accountability is considered important to 

improve service provision. As a public service organization, the assessment of 

BAKESBANGPOL Batu City services is left to the community. Currently, we 

provide survey and internship permit registration services manually. This is 

certainly not effective because all existing activities require a long time. The aim of 

this research is to determine the practice of public service accountability and the 

obstacles/barriers to research permit services at BAKESBANGPOL in Batu City. 

This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out by 

means of interview observation and documentation. The results of this research 

show that in the assessment aspect of the Community Satisfaction Index (IKM) 

Bakesbangpol received an A (Very Good) rating, however, gaps or discrepancies 

occurred due to differences in the data with what occurred in the field. In fact, the 

basic indicators and principles of accountability in the implementation of research 

permit services do not run optimally, such as online website access that is still not 

up to date, timeliness of service SOPs, service fees that still burden service 

recipients and the quality of work equipment and infrastructure that does not keep 

up with developments in Era 4.0 . 
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